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	Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kondisi keluarga. Mereka termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga membutuhkan perlindungan serta pendekatan yang khusus. Penelitian ini mengkaji proses pendampingan yang dilakukan Yayasan Rumah Impian melalui program street contact di DIY, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program street contact menjadi langkah awal untuk menjangkau anak jalanan dengan membangun kepercayaan, rasa aman, dan memahami permasalahan mereka. Rumah Impian juga menjalin koordinasi lintas lembaga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Menariknya, untuk saat ini street contact tidak dijalankan oleh instansi Pemda DIY, sehingga menjadikannya contoh pendekatan yang inovatif dan inklusif. Temuan ini diharakan dapat memberikan pandangan strategis dalam menjangkau anak jalanan melalui pendekatan persuasif. Pemda DIY diharapkan dapat memberikan keterlibatan peran yang lebih besar dalam kerja sama penanganan anak jalanan, misalnya dengan pemanfaatan Forum Perlindungan Anak yang lebih dimasifkan sebagai wadah untuk menjalin koordinasi dengan LKSA, sehingga diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang inovatif sebagai upaya untuk penanganan anak jalanan.
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	The phenomenon of street children is a social issue caused by economic, educational, and family conditions. They fall into the category of Individuals with Social Welfare Problems, and therefore require protection and a specialized approach. This study examines the mentoring process carried out by the Rumah Impian Foundation through its street contact program in the Special Region of Yogyakarta, and identifies supporting and inhibiting factors. The method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research findings show that the street contact program serves as an initial step to reach street children by building trust, creating a sense of security, and understanding their problems. Rumah Impian also establishes inter-agency coordination to ensure the fulfillment of children's rights. Interestingly, the street contact initiative is currently not being implemented by the local government of DIY, making it an example of an innovative and inclusive approach. These findings are expected to provide strategic insight into reaching street children through a persuasive approach. The local government of DIY is encouraged to take a more active role in the collaboration to address the issue of street children,, by maximizing the use of the Child Protection Forum as a platform to coordinate with Child Social Welfare Institutions (LKSA), in hopes of fostering innovative collaborations to address the issue effectively.
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1. 
Pendahuluan 
[bookmark: _Hlk197645022]Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan sosial menahun yang kompleks dan terjadi di seluruh kota-kota di Indonesia. Departemen Sosial Republik Indonesia (2005) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bermain, dan melakukan kegiatan lainnya di jalanan[1]. Tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas anak jalanan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah berada di sekitar lampu merah, stasiun, terminal, dan pasar. 
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	Anak jalanan dan anak terlantar laki-laki

	
	Anak jalanan dan anak terlantar perempuan


Sumber: Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY, BAPPEDA Provinsi DIY (2023)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini. Dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Provinsi DIY Tahun 2023, selama 3 tahun terakhir, data anak jalanan dan anak terlantar di DIY mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah anak jalanan dan anak terlantar di DIY berada pada angka 7.949 anak dengan rincian 55,21% anak laki-laki dan 44,79% anak perempuan. Kemudian terdapat 5.332 anak pada tahun 2022 dengan rincian 52,66% anak lai-laki dan 47,34%  anak perempuan. Sementara itu, pada tahun 2023 terdapat 5.194 anak dengan rincian 52,87% anak laki-laki dan 47,13% anak perempuan [2].
[bookmark: _Hlk197645409]Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah anak di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 30,2 juta jiwa dengan jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai hingga 67.386 anak (Databoks, 2023)[3]. Berdasarkan data tersebut, jumlah anak jalanan dan anak terlantar di DIY pada tahun 2023 mencapai 7,7% dari total anak jalanan yang ada di 38 provinsi Indonesia. Angka ini menggambarkan betapa memilukannya fenomena anak jalanan.
[bookmark: _Hlk197647334]Secara umum, fenomena ini muncul dari keluarga miskin dengan pendidikan yang terabaikan. Banyak anak jalanan yang terpaksa berhenti menempuh pendidikan formal secara resmi atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah sama sekali sejak usia dini. Desakan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak jalanan mengurungkan niatnya untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah (Herlina Astri, 2014)[4]. 

Kehidupan jalanan yang tidak kondusif menyebabkan anak jalanan rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan (Carol, 1997)[5]. Mereka dipaksa untuk mampu mempertahankan dan menghidupi dirinya sendiri, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa anak jalanan sering kali mengalami tekanan fisik dan psikis akibat eksploitasi yang menimpa mereka. Selain dieksploitasi dalam hal ekonomi, anak jalanan juga sering mendapatkan tindak kekerasan dari orang tua atau ‘bos’ mereka di jalan. Misalnya adalah ketika mereka tidak bisa membawa uang sesuai dengan target yang diminta oleh orang tua atau ‘bos’nya, maka tidak jarang mereka mendapatkan hukuman fisik (Shalahudin, 2004)[6]. Teori Lifestyle Explosure yang diungkapkan oleh Hindelang, Gottfredson, dan Gofalo menyebutkan bahwa aspek demografis seseorang memengaruhi risiko orang tersebut untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan (Lutya, 2010)[7]. 
[bookmark: _Hlk178917750][bookmark: _Hlk197647559]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[8]. Anak-anak yang seharusnya bisa menikmati kehidupan masa kecil dengan kegiatan belajar dan bermain yang menyenangkan terpaksa harus menghadapi realitas kehidupan untuk bekerja dan terampas hak-haknya, sehingga membutuhkan pendampingan yang bersifat memberdayakan (Indrasari Tjandraningsih, 1996)[9]. Setidaknya terdapat empat hak dan kebutuhan anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini, di antaranya adalah 1) kebutuhan akan lingkungan yang sehat; 2) kebutuhan mengembangkan kemampuan sosial, mental dan spiritual; 3) kebutuhan untuk memperoleh hak sipil; serta 4) kebutuhan untuk memperoleh pendidikan (Astri, 2014).
Pendampingan terhadap anak jalanan ditujukan dengan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak jalanan sebagaimana anak-anak seusianya (Aniyatul Nasofa dkk., 2016)[10]. Pendampingan tidak dapat dilakukan hanya sekali saja dengan langkah yang instan, melainkan harus melalui pelaksanaan program yang bersifat sustainable atau berkelanjutan, sebab tujuan akhir dari proses pendampingan merujuk pada pemberdayaan. Dalam melakukan pendampingan, tak jarang pendamping menemui tantangan yang mempengaruhi proses pendampingan, antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, regulasi aktivitas pendampingan oleh pemerintah daerah dan pusat, alokasi anggaran, mobilitas aktivitas, inefesiensi aktivitas, variasi aktivitas, serta pengaruh kondisi lingkungan sekitar bagi kegiatan pendampingan (Dinas Sosial DIY, 2022)[11]. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan serta Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak yang Hidup di Jalan sebagai bentuk komitmen untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Langkah penanganan fenomena anak jalanan yang dilakukan oleh Pemda DIY menekankan pada empat upaya, yaitu upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak, serta upaya reintegrasi sosial[12]. 
Secara umum, muara dari keempat upaya di atas dalam hal perlindungan anak jalanan adalah upaya reintegrasi anak jalanan dengan keluarga atau lingkungan sosial lainnya yang lebih baik (Muhrisun, 2018)[13]. Namun nyatanya, hingga saat ini belum ada indikasi kuat terkait dengan dampak signifikan terkait dengan penurunan angka anak jalanan dan anak terlantar. Bahkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sleman, Sarastomo Ari Saptoto mengatakan bahwa pada tahun 2025 ini terdapat 7 kapanewon di Sleman yang memiliki jumlah anak terlantar lebih dari 100 orang, di antaranya adalah Kapanewon Moyudan, Seyegan, Berbah, Kalasan, Sleman, Turi, dan Cangkringan (Harian Jogja, 2025)[14]. Sementara itu, selama bulan Maret 2025, Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto mengatakan sudah menertibkan sekitar 50 anak punk dan lebih 50 anak jalanan maupun pengemis yang berada di Bantul (Antara Yogya, 2025)[15].1. Tingginya angka anak jalanan di Yogyakarta
2. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak jalanan secara mandiri, sehingga melibatkan LSM
3. 



Akibat keterbatasan yang dimiliki oleh Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan ini, hadir lembaga non-pemerintah yang berinisiatif untuk mengambil langkah dalam membantu Pemerintah untuk menekan permasalahan anak jalanan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Terdapat beberapa LKSA yang berdedikasi terhadap pemberdayaan anak jalanan di DIY, salah satunya adalah Yayasan Rumah Impian, yaitu sebuah LKSA yang berdiri sejak tahun 2006. Yayasan Rumah Impian bergerak pada perlindungan dan pendampingan anak-anak jalanan dengan pendekatan yang profesional dan komprehensif. 
Program yang dijalankan oleh Yayasan Rumah Impian bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga berupaya untuk mengembangkan potensi anak-anak jalanan agar mereka bisa keluar dari situasi sulit dan meraih masa depan yang lebih baik, di antaranya yaitu program street contact, education center, parent empowerment, dan asrama children crisis center. Atas dasar latar belakang di atas, penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pendampingan anak jalanan di Yogyakarta, khususnya melalui program street contact yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Impian. Program street contact memiliki urgensi yang penting untuk diteliti karena program ini memainkan peran penting dalam menjangkau kelompok anak jalanan yang marjinal. Alih-alih menggunakan cara yang koersif, Rumah Impian hadir untuk menjangkau anak jalanan dengan pendekatan preventif yang diawali dengan menumbuhkan rasa kepercayaan anak jalanan.
2. Metode Penelitian
[bookmark: _Hlk197636553]Kajian tentang pendampingan anak jalanan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan serangkaian proses untuk mengeksplorasi atau memahami makna suatu masalah sosial di sejumlah individu atau sekelompok orang[16]. Pendekatan studi kasus cocok digunakan untuk memahami latar belakang yang berkaitan dengan suatu masalah atau interaksi individu secara mendalam, utuh, dan intensif (Yusuf, 2014) [17]. 
Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan November 2024 hingga bulan Maret 2025. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kepala Yayasan Rumah Impian, pendamping anak jalanan pada program street contact Yayasan Rumah Impian, penyintas anak jalanan yang mengikuti program street contact, Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY, anggota kelompok Jabatan Fungsional di bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP DIY, serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2 DIY. Instrumen dalam penelitian ini yaakni peneliti sendiri dengan dibantu oleh instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber. Ada pun teknik analisis data yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
3. Hasil dan Pembahasan
Anak jalanan merupakan kelompok marjinal yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi anak jalanan juga dapat dikelompokkan ke dalam Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), sehingga perlu mendapatkan perhatian yang tinggi. Fenomena anak jalanan di DIY merupakan masalah sosial yang terus terjadi di setiap tahunnya. Biasanya mereka beraktivitas di daerah dengan mobilitas publik yang tinggi, seperti perempatan lampu merah UPN, Pojok Benteng Wetan Kidul, Monjali, Blok O, kawasan Malioboro, terminal, serta pusat-pusat keramaian lainnya.
Anak jalanan menjadi realitas sosial atas permasalahan struktural, di mana faktor ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan keluarga menjadi penyebab utama lahirnya masalah ini. Sejatinya, ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Kemiskinan menjadi faktor paling dominan yang memaksa anak-anak untuk turun dan mencari nafkah di jalan. Akses pendidikan yang terbatas juga semakin memperburuk keadaan, bahkan menyebabkan mereka sulit untuk keluar dari lingkungan tersebut dan berpotensi untuk melahirkan generasi penerus yang sama. Selain itu,  masalah yang terjadi di dalam kelurga, disfungsi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakutuhan keluarga, serta pengabaian orang tua dapat memicu munculnya perasaan tidak nyaman anak di dalam rumah yang kemudian kemudian mendorong anak untuk memilih hidup di jalan. 
Program street contact yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Impian sebelum resmi berdiri menjadi LSM, tepatnya yakni sejak 2008. Program ini menjadi upaya awal yang dilakukan oleh Rumah Impian untuk menjangkau dan menjalin interaksi bersama anak-anak jalanan. Melalui program street contact, Rumah Impian akan membangun komunikasi, melakukan asesmen, serta pendampingan yang bersifat persuasif terhadap anak jalanan. Anak-anak jalanan yang dijangkau melalui program street contact inilah yang kemudian akan dibina lebih lanjut di dalam asrama crisis center. Oleh karena itu, program street contact menjadi upaya fundamental yang sangat penting bagi Yayasan Rumah Impian. 
Sementara itu, penanganan anak jalanan yang ditempuh oleh Pemda DIY diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam Perda ini mengatur bahwa perlindungan anak yang hidup di jalan dilakukan melalui 4 upaya, yakni upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak, dan upaya reintegrasi sosial. Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan sebagaimana yang telah disebutkan, Pemda DIY memfasilitasi Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagai wadah untuk berkoordinasi antar lembaga atau organisasi sosial. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak yang Hidup di Jalan menjelaskan tentang keberadaan Tim Perlindungan Anak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penjangkauan. 
Lebih lanjut, untuk melaksanakan perlindungan anak jalanan Pemda DIY membentuk Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam Pergub ini dijelaskan secara rinci mengenai matriks SOP perlindungan anak yang hidup di jalan melalui 4 upaya diampu oleh beberapa instansi pelaksana. Secara spesifik, Dinas P3AP2 bertugas pada ranah pencegahan, Satpol PP sebagai pihak yang berwenang untuk menertibkan anak terlantar dan anak jalanan yang berada di jalan, sedangkan Dinas Sosial menjadi instansi yang bertugas untuk mengintegrasikan hubungan kerjasama antar lembaga serta melaksanakan fungsi pemenuhan hak melalui 2 UPT di bawah nauangannya, yaitu BRSPA yang terletak di Ngemplak, Kabupaten Sleman dan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dalam Pergub ini juga disebutkan bahwa pelaksanaannya juga melibatkan LKSA, NGO, serta serta instansi di Kab/Kota DIY yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan perlindungan anak.
Uraian pembahasan terkait dengan proses pendampingan anak jalanan DIY yang ditempuh oleh Yayasan Rumah Impian melalui program street contact dianalisis dengan menggunakan teori pendampingan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005) dengan 4 indikator[18], yaitu։
1. Enabling (pemungkinan atau fasilitasi)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dimensi fasilitasi dalam proses pendampingan anak jalanan melalui program street contact. Fasilitasi dalam pelaksanaan street contact tercermin dari lingkungan yang dibangun oleh pendamping dari Rumah Impian. Kemampuan tim pendamping dalam mencipatakan suasana yang nyaman di setiap pertemuan berhasil menumbuhkan kepercayaan anak-anak jalanan yang mengikuti program street contact. Tim pendamping Rumah Impian selalu menerapkan pendampingan secara adaptif dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. 
Pelaksanaan street contact secara langsung di jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yakni kondisi cuaca, aktivitas anak-anak jalanan, kepribadian anak-anak jalanan, bahkan hingga mood atau suasana hati anak-anak jalanan.  Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh tim pendamping Rumah Impian dalam menentukan jadwal pelaksanaan street contact. Hal ini juga menjadi salah satu alasan street contact tidak memiliki jadwal rutin yang tetap. Biasanya, tim pendamping Rumah Impian akan melaksanakan street contact sebanyak dua kali dalam seminggu, namun dengan waktu pelaksanaan yang fleksibel. 
Kegiatan yang dilakukan saat street contact juga bersifat fleksibel. Dalam hal ini maksudnya adalah menyesuaikan dengan aktivitas anak-anak jalanan, kepribadian, serta mood mereka pada saat pelaksanaan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa nyaman dalam suasana pendampingan, sehingga tidak ada unsur represivitas di dalamnya. Untuk mendapatkan kepercayaan dan antusias dari anak-anak, tim pendamping akan mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti belajar dan bermain.
Jika dilihat dari perspektif Pemda DIY, pendekatan street based yang diterapkan oleh Pemda DIY dalam penanganan anak jalanan memiliki perbedaan langkah yang ditempuh. Penjangkauan anak jalanan menjadi tanggung jawab Satpol PP yang ditempuh melalui operasi razia. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme penjangkauan antara Pemda DIY dengan Yayasan Rumah Impian, namun koordinasi menganai perlindungan anak jalanan masih tetap dilakukan melalui Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. 
Uraian di atas selaras dengan pendapat Edi Suharto (2005) pada indikator enabling (pemungkinan atau fasilitasi) bahwa pendampingan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi dampingan berkembang secara optimal. Pendampingan juga berkaitan dengan pemberian kesempatan. 
2. Empowering (penguatan) 
Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan Rumah Impian menuangkan dimensi penguatan dalam program street contact melalui pendekatan yang persuasif. Dalam kegiatan street contact, tim pendamping Rumah Impian berkomitmen untuk memberikan motivasi serta afirmasi positif yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran anak jalanan agar mampu mencapai kehidupan yang lebih baik. Tim pendamping Rumah Impian memberikan pembelajaran dasar yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengetahuan mereka melalui pembelajaran dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sementara itu, penguatan keterampilan serta minat dan bakat yang lebih spesifik akan diberikan saat anak-anak dampingan menjalani pembinaan dalam asrama crisis center.
Dalam lingkup penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemda DIY, dimensi penguatan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY yang ditempuh melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan program Desa Prima.
Uraian di atas selaras dengan indikator empowering (penguatan) yang diungkapkan Edi Suharto (2005) bahwa penguatan ditujukan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga di dalam prosesnya pun harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang dapat menunjang kemandirian mereka. Hal ini juga relevan dengan pendapat Aslihan Burhan (2009) yang mana di dalam pendampingan terdapat pola pemberian motivasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada awal pendampingan.
3. Protecting (perlindungan)
Perlindungan dalam hal pendampingan dapat diwujudkan melalui pembentukan lingkungan kegiatan yang aman bagi anak-anak, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Sebagai langkah fundamental, Rumah Impian menjalin koordinasi bersama Dinas Sosial DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, serta Satpol PP, dengan Dinas Sosial sebagai lembaga penghubung utama dalam upaya perlindungan tersebut. , Rumah Impian juga menjalin kerja sama dengan Polda DIY untuk menangani kasus anak jalanan yang berhadapan dengan hukum dan menyediakan layanan pendampingan hukum. 
Hal demikian juga dilakukan oleh Pemda DIY yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak jalanan. Sebagai UPT yang bertugas untuk menampung dan merawat anak-anak jalanan, BRSPA menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian.
Hal ini selaras dengan indikator protecting (perlidungan) yang diungkapkan Edi Suharto (2005) bahwa perlindungan berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal yang diwujudkan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Selain itu, perlindungan juga berarti melindungi dan mencegah terjadinya eksploitasi.
4. Supporting (pendukungan)
Dimensi ini diwujudkan dengan pemberian dukungan, baik dalam bentuk materil maupun non-materil. Tim pendamping Rumah Impian memiliki prinsip yang menjadi landasan bagi lembaga, yakni the street is not for kids. Dalam hal ini, maksudnya adalah Rumah Impian berprinsip bahwa jalanan bukanlah tempat yang baik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Rumah Impian berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk non-materil bagi anak-anak dampingan di program street contact karena tidak ingin menjanjikan bantuan materil saat mereka masih berstatus sebagai anak jalanan. Dukungan non-materil yang diberikan dalam kegiatan pendampingan street contact yaitu dukungan secara emosional, dukungan moral, motivasi, penyediaan edukasi, serta penyediaan layanan pendampingan hukum bagi anak-anak yang membutuhkan. Sementara itu, dukungan lebih lanjut dalam bentuk non-materil yang diberikan dalam asrama crisis center disesuaikan dengan kebutuhan individu. 
Pemda DIY akan memberikan dukungan secara  materil maupun non materil saat anak-anak jalanan sudah mendapatkan pembinaan di dalam BRSPA dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial. Bentuk dukungan yang diberikan untuk anak-anak meliputi pemenuhan hak pendidikan, asrama, sandang, pangan, kebutuhan perlengkap harian, serta jaminan kesehatan, termasuk dengan pemeriksanaan dari psikolog bagi anak yang membutuhkan. Di dalam BRSPA juga anak-anak difasilitasi pengembangan minat dan bakat sesuai dengan potensinya masing-masing.
Hal ini selaras dengan indikator supporting (pendukungan) menurut Edi Suharto (2005) yang mengacu pada pengaplikasian yang bersifat praktis dan dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendapat Aslihan Burhan (2009) yang mengugkapkan bahwa dalam pola pendampingan terdapat pendidikan dan pelatihan juga relevan dengan hasil temuan ini.
Pelaksanaan program street contact yang dijalankan oleh tim pendamping Rumah Impian dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah cuaca, mood anak-anak jalanan saat mengikuti street contact, hingga dukungan dari orang tua atau keluarga anak. Selain itu, tak jarang juga tim pendamping Rumah Impian mendapatkan penolakan dari orang tua atau keluarga anak jalanan dan dianggap terlalu mencampuri permasalahan mereka.
Dari seluruh  proses yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan kembali bahwa proses pendampingan anak jalanan yang ditempuh oleh Yayasan Rumah Impian melalui program street contact diwujudkan melalui dimensi fasilitasi, penguatan, perlindungan, serta pendukungan. Hasil temuan ini sesuai dengan pandangan teori yang diungkapkan oleh Edi Suharto (2005). Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam proses pendampingan dan pada program street contact diwujudkan dengan cara yang disesuaikan dengan tujuan serta visi dan misi Rumah Impian.
Yang membuat program street contact menjadi  menarik dikarenakan program ini tidak menjadi bagian dari langkah yang ditempuh oleh Pemda DIY. Sebenarnya, pendekatan secara street based pernah dilakukan oleh Dinas Sosial DIY melalui pembentukan tim perlindungan anak yang bertugas melakukan penjangkauan terhadap anak-anak jalanan di berbagai titik di DIY, sebagaimana yang tercantum dalam DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Namun, tim tersebut sudah tidak beroperasi secara efektif sejak tahun 2024 lalu disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penjangkauan anak jalanan yang ditempuh oleh Pemda DIY hanya dilakukan dengan operasi razia oleh Satpol PP. Untuk saat ini Pemda DIY masih memfasilitasi Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagai sarana untuk berkoordinasi antar lembaga-lembaga yang berfokus terhadap pendampingan dan perlindungan anak jalanan.
Pendampingan melalui program street contact yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Impian termasuk dalam pelayanan sosial sebagai bentuk dari kebijakan sosial yang menjadi bentuk intervensi implementasi kebijakan sosial oleh non-state actor. Street contact bukan hanya berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek, melainkan sebagai bentuk pendampingan yang juga mengidentifikasi dan memahami setiap masing-masing masalah anak jalanan. Melalui program ini juga Rumah Impian berupaya memenuhi hak-hak anak jalanan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman. Hal ini ditempuh dengan tujuan untuk memberikan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan. Oleh karena itu, bentuk intervensi pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Rumah Impian dalam membantu peran negara untuk memecahkan masalah sosial cukup signifikan. 

4. Kesimpulan
Program street contact yang dilakukan secara street based (berbasis jalanan) oleh Yayasan Rumah Impian merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk bisa menjangkau anak-anak jalanan secara lebih luas. Dalam pelaksanaannya, tim pendamping Rumah Impian membangun lingkungan yang positif dan nyaman yang diwujudkan dengan interaksi secara langsung bersama anak-anak. Di dalam prosesnya, tim pendamping juga memberikan motivasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat hidup mereka. Selain itu, melalui program ini tim pendamping juga akan mengidentifikasi, melakukan asesmen, serta pendekatan yang mendalam. Biasanya, tim pendamping akan mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti belajar dan bermain. Hal ini ditempuh dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa nyaman yang terjalin di antara tim pendamping dengan anak-anak jalanan.
Faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh tim pendamping Rumah Impian berkaitan dengan kondisi cuaca, keadaan anak jalanan, serta tanggapan yang diberikan oleh orang tua atau keluarga anak, sehingga tim pendamping harus memiliki sifat adaptif untuk menghadapi faktor-faktor tersebut. Secara keseluruhan, pendampingan bagi anak-anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Impian melalui program street contact telah memenuhi keempat indikator pendampingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Edi Suharto (2005). Kemudian, menariknya program street contact ini tidak dijalankan oleh instansi Pemda DIY mengemban tugas dalam penanganan anak jalanan. Keunggulan ini yang menjadikan program street contact Yayasan Rumah Impian bersifat lebih inklusif. Namun meskipun terdapat perbedaan mekanisme penjangkauan dan pendampingan anak di jalan antara Pemda DIY dengan Yayasan Rumah Impian, namun tetap ada koordinasi yang terjalin melalui Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
Untuk dapat menangani permasalahan anak jalanan secara menyeluruh, diperlukan upaya yang lebih massif dalam menjangkau anak-anak jalanan melalui pendekatan secara street based. Pemda DIY diharapkan memberikan keterlibatan peran yang lebih besar lagi dalam kerja sama penanganan anak jalanan, khususnya dalam tata cara penjangkauan anak jalanan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pun elemen masyarakat lainnya, misalnya adalah dengan pemanfaatan Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Fungsi forum tersebut dapat dimaksimalkan keberadaannya dengan mengintensifkan kegiatan forum komunikasi, sehingga dapat menciptakan langkah-langkah inovatif yang melibatkan kolaborasi antara Pemda dengan LSM dan elemen masyarakat.
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INFORMASI ARTIKEL    ABSTRAK  

Article history:   Diterima xx - xx - xx   Diperbaiki xx - xx - xx    Disetujui xx - xx - xx    Fenomena anak jalanan merupakan  permasalahan sosial yang disebabkan oleh   faktor ekonomi, pendidikan, dan  kondisi keluarga. Mereka termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial, sehingga   membutuhkan perlindungan serta pendekatan yang  khusus . Penelitian ini mengkaji proses pendampingan yang  dilakukan Yayasan Rumah Impian melalui program  street contact   di DIY, serta mengidentifikasi faktor pendukung  dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus .   Teknik  pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa program  street contact   menjadi langkah awal untuk menjangkau anak jalanan dengan membangun kepercayaan, rasa aman,  dan memahami permasalahan mereka. Rumah Impian juga menjalin koordinasi lintas lembaga untuk menjamin  pemenuhan hak - hak anak.  Menariknya ,   untuk saat ini  street contact   tidak dijalankan oleh instansi   Pemda DIY,  sehingga  menjadikannya contoh pendekatan yang inovatif dan inklusif . Temuan ini  diharakan dapat  memberikan  pandangan  strategis dalam menjangkau anak jalanan melalui pendekatan  persuasif.   Pemda DIY diharapkan dapat  memberikan keterlibatan peran yang lebih besar dalam kerja sama penanganan anak jalanan, misalnya dengan  pemanfaatan  Forum Perlindungan Anak  yang lebih dimasifkan  sebagai wadah untuk menjalin koordinasi dengan  LKSA, sehingga diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang inovatif sebagai upaya untuk penanganan anak jalanan.  
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  ABSTRAC T  

Keywords:   Street Children, Assistance,  Street contact , Rumah Impian  Foundation   The phenomenon of street children is a social issue caused by economic, educational, and family conditions. They  fall into the category of Individuals with Social Welfare Problems, and therefore require protection and a  specialized approach. This study exa mines the mentoring process carried out by the Rumah Impian Foundation  through its street contact program in the Special Region of Yogyakarta, and identifies supporting and inhibiting  factors. The method used is qualitative with a case study approach. Data   collection techniques include observation,  interviews, and documentation.   The research findings show that the street contact program serves as an initial step  to reach street children by building trust, creating a sense of security, an d   understanding their problems. Rumah  Impian also establishes inter - agency coordination to ensure the fulfillment of children's rights. Interestingly, the  street contact initiative is currently not being implemented by the local government of DIY, making it   an example  of an innovative and inclusive approach.   These findings are expected to provide strategic insight into reaching  street children through a persuasive approach. The local government of DIY is encouraged to take a more active  role in the collaboration to address the issue of street children , , by maximizing the use of the Child Protection  Forum as a platform to coordinate with Child Social Welfare Institutions (LKSA), in hopes of fostering innovative  collaborations to address the issue effectively .  
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